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ABSTRAK 

Bank sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan 

menyalurkan dana masyarakat serta dengan berbagai jenis transaksi keuangan 

yang ditawarkan, khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank 

satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat 

cepat serta ketentuan kerahasian keuangan yang relatif ketat, maka perbankan 

menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk 

memasukkan dana hasil kejahatannya. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk 

dapat mencegah kejahatan money laundering, maka penerapan prinsip kehati-

hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka 

mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut 

dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/ Know Your 

Customer Principles. 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 

deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi 

di bank Mualamat cabang Purwokerto. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu upaya PT Bank Muamalat 

Cabang Purwokerto untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang 

adalah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan mendeteksi sejak 

dini, yaitu pada saat nasabah akan membuka rekening dan sudah dilengkapi 

dengan berbagai formulir untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa 

penghasilan setiap bulannya dari situlah kita dapat mendeteksi dini apabila akan 

terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya. 

Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak 

ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, 

dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi 

yang relatif baru yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian 

informasi keuangan yang bersifat rahasia kepada penegak hukum terutama kepada 

penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik Polisi. 

 

`Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah 
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MONEY LAUNDERING PREVENTION STRATEGY THROUGH KNOW 

YOUR COSTUMER PRINCIPLES ON MUAMALAT BANK PURWOKERTO 

BRANCH 
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Email: julitalita42@gmail.com 

Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business, State 

Islamic Institute (IAIN) Purwokerto 

 

ABSTRACT 

       Bank as institution with the main functions of collecting and distributing 

public funds alongside various kinds of financial transaction, especially in 

transferring funds from one bank to other bank domestically or internationally 

instantly with utmost financial discretion, therefore bank became an attractive option 

for money launderers to store their dirty money. In this regard, to prevent money 

laundering crime, then application of careful bank principles or commonly known as 

prudential banking in order to control bank activities and traffic. One of the 

principles could be implemented is Know Your Costumer Principles.  

 Based on the aim of this research, this research is a qualitative descriptive 

research. Research gathered through interview and documentation from the Muamalat 

bank Purwokerto branch.  

 The result of this research showed that PT Bank Muamalat Purwokerto branch 

implement know your costumer principles as an early detection as a measure to 

prevent money laundering crime. When costumer wants to open a bank account, the 

bank will hand out a form to know the costumer occupation, and monthly income, 

from there, the bank will detect whenever there might be suspicious income and 

possible money laundering crime.   

 The process to handle money laundering crime generally has no different with 

other financial crime act. However, in the process of money laundering crime there is 

one relatively new institution involved and that is PPATK. Involvement of PPATK is 

providing classified financial information for the law enforcement apparatus 

especially money laundering investigator, a police investigator. 

 

Keywords: Prevention strategy, Money Laundering, Know Your Costumer Principles 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.  

1. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta T Te ت

 Ša Š es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 şad Ş ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 ‟d‟ad d ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ţa Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ża Ż ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 
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 ain „ koma terbalik ke atas„ ع

 gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L „el ل

 mim M „em م

 nun N „en ن

 wawu W We و

 ha H Ha ي

 hamzah „ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

 

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.  

 Ditulis Muta‟addiah متعددة

 ditulis „iddah عدة

 

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جسية

 

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya).  

a. Bila diikuti dengan kata sanadang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h.  

الاولياء كرامة  Ditulis Karamah al-auliya‟ 
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b. Bila ta‟marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah  atau kasrah atau 

dammah ditulis dengan 

لفطر زكاة  Ditulis Karamah al-auliya‟ 

   

4. Vokal pendek  

  َ  Fathah ditulis A 

  َ  Kasrah ditulis I 

  َ  Dammah ditulis U 

 

5. Vokal panjang  

1. Fathah + alif ditulis A 

 ditulis Jahiliyah جاهلية 

 Fathah + ya‟ ditulis A 

 ditulis tansa تىس 

 Kasrah + ya‟ mati ditulis i 

 ditulis Karim كريم 

 Dammah + wawu mati ditulis U 

 ditulis furud فروض 

 

6. Vokal rangkap  

 Fathah + ya‟ mati ditulis Ai 

 ditulis bainakum بيىكم 

 Fathah + wawu mati ditulis Au 

 ditulis qaul قول 

 

7. Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof  

 ditulis a‟antum أأوتم

 ditulis u‟iddat أعدت
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شكرتم ته  Ditulis la‟in syakartum 

 

8. Kata sandang alif + lam  

a. Bila diikuti huruf qomariyyah   

 ditulis a‟antum انقرأن

 ditulis u‟iddat انقياس

 

b. Bila diikuti huruf syamsiayyah ditulis dengan menggnukan harus 

syamsiyyah yag mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya. 

 

 ditulis a‟antum انسماء

 ditulis u‟iddat انشمس

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.  

انفروض ذوئ  Ditulis Zawi al-furud 

انسىة أهم  Ditulis Ahl as-sunnah 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini telah terjadi kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, 

diantaranya yaitu kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta hukum. 

Kemajuan tersebut tidak selamanya berpengaruh positif terhadap masyarakat akan 

tetapi juga berpengaruh negatif, yaitu menjadi ladang subur kejahatan. Salah satu 

kejahatan dari pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut terjadi di dunia ekonomi 

adalah munculnya metode-metode kejahatan uang atau dikenal dengan kejahatan 

kerah putih atau disebut  White Collar Crime (Anggraeni, 2011, hal. 1). 

Menurut DR. Yunus Husein dalam malakahnya yang di sampaikan di Bank 

Indonesia pada program SESPIBI angkatan XXVI- 2004 mengatakan bahwa 

Bentuk kejahatan kerah putih ini dirasa semakin canggih, bahkan tersusun dan 

terorganisir secara rapi. Salah satu contoh metode kejahatan di bidang ekonomi 

perbankan adalah money laundering atau pencucian uang. Dalam 

perkembangannya dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan “white 

collar crime” yang mempunyai jaringan internasional, pelaku kejahatan dengan 

leluasa menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan 

sarana “money laundering”. (Yunus Husein, 2004, hal. 2). 

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang 

diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan 

yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. (Sutedi, 2007, hal. 19). 

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni (2003,6), money loundering yaitu rangkaian 

kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi 

terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud 

untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari 

pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak 
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pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem 

keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system 

keuangan itu sebagai uang yang halal. (Yani, 2013, hal. 21). 

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat tiga 

sektor yang paling besar menyumbang tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Ketiga sektor tersebut yaitu narkotika, perbankan, dan korupsi. Rinciannya, sektor 

terbanyak TPPU disumbang oleh tindak pidana narkotika sebesar 73,6 persen atau 

senilai Rp7,65 triliun, tindak pidana perbankan sebesar 4,82 persen atau senilai 

Rp501 miliar, serta tindak pidana korupsi sebesar 2,97 persen atau Rp308 miliar. 

Menurut Peneliti Transaksi Keuangan Senior PPATK, Fayota Prachmasetiawan, 

ada sekitar Rp10,39 triliun dana terindikasi digunakan untuk pencucian uang 

sepanjang 2016-2018 (Daurina Lestari, 2019) (http://vivanews.com). 

Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah 

menjadikan bank sebagai sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Bank 

dipilih menjadi tempat pencucian uang karena banyak menawarkan jasa 

instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk 

menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.  

Menurut Hidayatullah M.A. Nasution, Salah satu penyebab maraknya tindak 

pidana pencucian uang dengan sarana bank karena bank sebagai lembaga 

keuangan yang berbasis kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan atas data 

nasabah sebagai rahasia bank. (Nasution, 2019) (http://www.ppatk.go.id) 

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap 

kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan 

tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya 

melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut 

seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta 

kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang 

selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya 

untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali 

http://vivanews.com/
http://www.ppatk.go.id/
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sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal 

usulnya. (Sam J.R., 2014, hal. 53) 

Upaya nasional telah dilakukan untuk membangun Rezim Anti-Pencucian 

Uang atau kebijakan pemerintah yang efektif telah banyak dilakukan sejak 

diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang kemudian direvisi melahirkan Undang-Undang No. 25 

tahun 2003 diterima dan diterapkan secara luas oleh berbagai negara di dunia. 

Undang-undang ini memiliki arti yang sangat penting, dengan adanya undang-

undang ini  lahir lembaga PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan) sebagai financial intelligence unit dan sekaliagus national focal point 

dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. (Anggraeni, 2011, hal. 2) 

Berdasarkan data terkini, telah terdapat 404 perkara TPPUyang telah diputus 

oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Juni 2019. Selama periode tersebut, 

sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan 

(mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah 

Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 140 putusan atau 34,7 persen. 

Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman 

maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar. 

Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana 

asal Narkotika, yakni sebanyak 91 putusan atau 22,5 persen dari total keseluruhan 

putusan TPPU (PPATK, 2019). 

Berikut Grafik data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan  Januari 2015 s.d. Juni 2019. 
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Gambar 1.1. Data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan  Januari 2015 s.d. Juni 2019 

 

 

Sumber: Laporan Tahunan PPATK www.ppatk.com 

 

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan 

(selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, 

sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. 

Berikut keterangan data perkembangan Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan: 

1. Selama Juni 2019, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK 

sebanyak 4.008 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 200 

laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 44,0 

persen dibandingkan jumlah pada bulan Mei 2019 lalu (m-to-m), namun lebih 

tinggi 27,4 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Juni 2018 (y-

on-y). 

2.  Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 

2003 s.d. Juni 2019 telah mencapai sebanyak 459.951 LTKM atau bertambah 

8,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2018.  

3. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU 

TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK 

http://www.ppatk.com/
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sejak Januari 2011 s.d. Juni 2019 tercatat sebanyak 396.027 LTKM, atau 

secara rata-rata tahunan meningkat 483,1 persen dibandingkan periode 

sebelum diberlakukannya UU TPPU. 

Baik Bank Umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau dengan prinsip bagi hasil (syariah). Hingga saat ini, 

perbankan masih merupakan lembaga keuangan yang utama, baik dari segi 

pangsa pasar maupun dari segi jenis transaksi atau jasa yang ditawarkan. Sebagai 

lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi 

keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) 

dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang 

sangat cepat serta ketentuan kerahasian keuangan yang relatif ketat, maka 

perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang 

untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. (Sam J.R., 2014, hal. 53). 

Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia 

perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, 

lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis 

untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank 

merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola 

bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina 

dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak 

tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan 

bank yang sehat. (Sam J.R., 2014, hal. 53). 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku pencucian uang senantiasa terus 

mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci 

sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dalam hal bank 

umum dianggap kurang aman, tidak menutup kemungkinan pencuci uang akan 

memanfaatkan produk BPR. Demikian pula, dalam hal produk perbankan 

konvensional dianggap kurang aman maka pencuci uang dapat mengalihkannya 
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pada produk perbankan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain tidak ada satu 

produk pun yang luput baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah. 

Menurut TIM National Risk Assessment (NRA) bahwa dalam rezim anti 

pencucian uang, perbankan sebagai pihak pelapor mempunyai peran yang sangat 

penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung 

tombak (frontliner) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian 

uang. Hal tersebut karena informasi yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada 

PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya 

menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat 

melakukan hal tersebut, pihak pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur 

sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPPU 

(http://ppatk.go.id). 

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat mengantisipasi kejahatan 

pencucian uang (money laundering) yang terjadi Indonesia, selain diciptakannya 

produk hukum berupa perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan 

pencucian uang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan dari 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2003 yang terkait dengan putusan dari Financial Action Task Force (FATF) yang 

mengganggap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak 

akomodir/kooperatif untuk memberantas kejahatan money laundering sebagai 

kejahatan internasional, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 15 

tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak sesuai dengan 

standar internasional. 

Bank Indonesia kemudian menerbitkan suatu peraturan untuk bank-bank 

yang berada dibawahnya mengenai prinsip mengenal nasabah yang dimaksudkan 

untuk menetapkan keharusan mengetahui identitas nasabah, sebagai bentuk 

http://ppatk.go.id/
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antisipasi penyimpanan uang hasil kejahatan oleh nasabah. Berkaitan dengan 

penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential 

banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya 

agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah. 

Sebagai upaya untuk mencegah Tindakan Pencucian Uang melalui transfer 

dana, pihak perbankan melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Customer Principles). Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer 

Principles) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh 

mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk 

kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Adapun yang termasuk 

kategori transaksi mencurigakan sebagaimana biasa digunakan dalam praktik 

money laundering ada 6 kategori yaitu: 

1. Transaksi dengan menggunakan pola tunai berupa antara lain penyetoran 

dalam jumlah besar yang tidak lazi, penyetoran tanpa penjelasan yang 

memadai, penyetoran dengan beberapa slip serta penyetoran dalam jumlah 

besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas. 

2. Transaksi dengan menggunakan rekening bank. 

3. Trasnsaksi yang berkaitan dengan investasi. 

4. Transaksi melalui aktivitas bank laur negeri yang diantaranya melalui 

penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai karakteristik 

perputaran usaha, serta transfer elektronis tanpa penjelasan yang memadai. 

5. Transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen dimana terjadi 

peningkatan kekayaan karyawan bank dalam. 

6. Transaksi pinjam meminjam dimana terjadi pelunasan pinjaman secara tidak 

terduga, serta permintaan pembiayaan dimana porsi dana  nasabah tidak jelas 

asal usulnya. (Siahaan, 2007, hal. 88-89). 
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Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa 

(face to face customer), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (non face to 

face customer), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-

menyurat, dan elektronik dalam perbankan (electronic banking). (Mira, 2014, hal. 

26). 

Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan Know Your Customer 

Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui 

identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan 

transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk 

menerapkannya. Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan 

integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat 

kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer 

Principle) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka 

prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam 

berhubungan dengan nasabah. 

Menurut ketentuan yang terdapat dalam rekomendasi FATF mengenai 

Prinsip Mengenal Nasabah diajdikan sebagai pedoman dalam PBI anatara lain:  

Kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur: 

a. Penerimaan dan penolakan nasabah (customer acceptance policy) 

b. Identifikasi nasabah 

c. Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah 

d. Menejemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal 

nasabah (Husein, 2001). 

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan 

lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain 

tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah ini 

merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua 

puluh lima Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan dan Efektif Komite Basel (Core 

Principles for Effective Banking Supervision) dan Basel Committee. Pengenalan 
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terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur 

penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara berkesinambungan, dan 

kemudian pelaporan kepada pihak yang yang berwenang. Bank Indonesia selama 

ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya. 

Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga 

perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (money laundering). 

Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat 

yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat 

ketatnya ketentuan rahasia bank (Mira, 2014, hal. 26). 

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (fiduciary 

financial institution), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling 

bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank 

mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan 

nasabahnya (duty of confidentiality) karena kewajiban ini timbul atas dasar 

adanya kepercayaan (fiduciary duty). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk 

mengungkapkan(disclose) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam 

keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik kepentingan 

(conflict of interest) yang dihadapi bank. (Sam J.R., 2014, hal. 7). 

Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78, 

Tambahan  Lembaran Negara No 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya 

disebut PBI ini mengatur tentang Peraturan ini kemudian dirubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4325). 

Menurut PBI Nomor 11/28/PBI/2009 BAB III  pasal dalam menerapakan 

Program APU dan PPT bank wajib memilki kebijakan dan prosedur tertulis paling 

kurang mencakup: 

a. Permintaan informasi dan dokumen; 
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b. Beneficial Owner; 

c. Verifikasi dokumen; 

d. CDD yang lebih sederhana; 

Untuk memitigasi risiko Bank Muamalat menerapkan prisnip mengenal 

nasabah atau dikenal dengan KYCP ( Know Your Customer Principles). 

Penerapan mitigasi risiko yang terkait dengan program Anti Pencucian Uang 

perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. 

Ketentuan tentang penerapan mengenal nasabah (Know Your Customer 

Principles) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan, dan saat ini lebih 

dikenal dengan istilah Customer Due Diligence (CDD). (Lisa Andriansyah Rizal, 

2017, hal. 176). 

Sebagaimana ketentuan diatas maka Penerapan prinsip mengenal nasabah 

yang  dilakukan Bank Muamalat cabang Purwokerto terdiri dari 2 tahap yaitu 

CDD dan EDD, upaya ini digunakan untuk meminimalkan risiko pencucian uang 

pada bank. 

Tindakan yang dilakukan oleh terpidana Lutfi hasan Ishaq diharapkan tidak 

terulang lagi baik di cabang Kalimas maupun kantor cabang lain. Berdasarkan 

putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI   Lutfhi Hasan Ishaq terbukti telah 

melakukan tindak pidana pencucian uang melalui Bank Muamalat Cabang 

Kalimas dan dihukum selama 16 tahun. Tentu saja hal ini menjadi catatan buruk 

bagi Bank Muamalat secara umum dan secara khusus kepada Kepala Cabang 

Bank Muamalat tersebut karena telah terjadi tindak pidana pencucian uang. (Lisa 

Andriansyah Rizal, 2017) 

Pada kenyataannya juga, bank menjadi pihak yang pasif dalam hal dijadikan 

sebagai media penyimpanan ataupun transfer uang, akan tetapi bank dapat 

menjadi pihak yang aktif dalam hal melakukan pengawasan melalui struktur 

organisasi dan menjadi pihak yang aktif dalam hal identifikasi, verifikasi dan 

pemantauan nasabah terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang. 
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Seperti dilansir di https://m.merdeka.com Petugas Satuan Reserse Kriminal 

Polresta banyumas mengungkap kasus pembobolan uang nasabah BTPN cabang 

Purwokerto, kasus ini terjadi dalam kurun waktu Januari 2018 hingga april 2019. 

(Aliansyah, 2020) 

Banyaknya kasus Fraud yang di lakukan melalui dunia perbankan maka perlu 

adanya strategi yang dapat menanggulangi hal ini agar tidak terjadi dan 

menyebar. 

Dilatar belakangi adanya kejadian pemalsuan data oleh nasabah yang 

mencurigakan, sistem Bank Muamalat Khususnya Bank Muamalat Cabang 

Purwokerto pada saat itu belum terhubung dengan Link Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil (Dindukcapil) Kabupaten Banyumas, sehingga menyebabkan 

adanya data palsu dalam hal ini foto nasabah dengan identitas asli nasabah 

berbeda. 

Bank Muamalat Cabang Purwokerto juga sudah berupaya bahwa untuk 

mengatisipasi terjadinya tindak pidana money landering adalah deteksi sejak dini, 

semisal pada saat nasabah mau buka rekining dan sudah dilengkapi dengan form 

yang berisi apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilan perbulan nasabah, dari 

situlah kita (bank) dapat mendeteksi dini apabila terjadi tindakan pencucian uang. 

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik  untuk menganalisis peran 

Bank Muamalat Cabang Purwokerto dalam mencegah adanya tindak pidana 

pencucian uang agar tidak terjadi seperti di Cabang Kalimas, Bekasi. Dengan 

judul: STRATEGI PENCEGAHAN MONEY LAUNDERING MELALUI 

KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES PADA BANK MUAMALAT 

CABANG PURWOKERTO 

 

 

 

 

 

https://m.merdeka.com/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Strategi Pencegahan Money Laundering melalui Know Your 

Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto? 

2. Apakah faktor penghambat dalam Pencegahan Money Laundering pada Bank 

Muamalat Cabang Purwokerto? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pencegahan Money Laundering  

melalui Know Your Customer Principles. 

2) Untuk mengetahui Apa sajakah Faktor penghambat dalam Pencegahan 

Money Laundering pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk 

menggunkan, memperdalam, serta melakukan analisis terkait Strategi 

Pencegahan Money Laundering melalui Prinsip Mengenal Nasabah. 

b. Manfaat Teoritis 

1. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal peraturan Strategi 

Pencegaha Money Laundering melalui Know Your Customer 

Principles. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang 

melakukan penelitian serupa. 
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4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bank Syariah umumnya 

dan Bank Muamalat Cabang purwokerto khususnya. 

 

D. Kajian Pustaka 

Menurut Neil Jensen, Money Laundering merupakan proses perubahan 

keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan 

dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal. 

(Siahaan, 2007, hal. 8). 

Prof M. Giovanoli dari Bank For International Settlement membuat 

pengertian bahwa Money Laundering, merupakan suatu proses dengan mana aset-

aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh daei suatu tindak pidana, 

dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal 

dari sumber yang sah. (Siahaan, 2007, hal. 8). 

Kegiatan money laundering dalam sistem keuangan pada umumnya dan 

sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. 

Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal 

yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem 

keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. 

Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan 

rezim anti money laundering. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi 

dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi 

lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana 

yang paling efektif untuk melakukan kegiatan money laundering.  

Sebagai salah satu entery bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank 

atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai 

sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, 

memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya 

transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions) yang dilakukan 

oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. 
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Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan Know Your 

Costumer Principle (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak 

saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam 

rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa 

keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan 

counter-party. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas KYCP/ 

Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu strategi pencegahan Money 

Laudering. 

 

No Nama & Judul Kesimpulan Persamaan dan perbedaan 

1. 

 

Elisabeth Y 

Metekohy dan Ida 

Nurhayati, 

“Efektivitas 

Prinsip Mengenal 

Nasabah pada 

Bank sebagai 

Salah Satu Upaya 

Mencegah Tindak 

Pidana Pencucian 

Uang. 

Langkah bank dalam 

menerapkan Prinsip KYC 

yaitu: 

1. Menetapkan kebijakan 

penerimaan nasabah. 

2. Menetapkan kebijakan 

dan prosedur dalam 

mengindentifikasi 

nasabah. 

3. Menetapkan 

kebijakandan proisedur 

pemantauan terhadap 

rekening dan transaksi 

nasabah. 

4. Menetapkan kebijakan 

manajemen resiko dan 

prosedur manajemen 

resiko yang berkaitan 

1. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah 

sama sama meneliti 

tentang penerapan 

prinsip KYC pada 

perbankan untuk 

mencegah Money 

Laundering. 

2. Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu: 

Objek yang diteliti pada 

penelitian ini adalah 

penerapan KYC pada 

bank secara umum, 

sedangkan pada 

penelitian saya adalah 

penerapan KYC pada 

bank Bank Muamalat 
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dengan prinsip 

mengenal nasabah. 

5. Membentuk unit kerja 

khusus yang 

bertanggung jawab  atas 

pelaksanaan prinsip 

KYC. 

6. Melaporkan transaksi 

mencurigakan  kepada 

Bank Indonesia 

selambat-lambatnya 7   

hari setelah diketahui 

oleh bank. 

cabang Purwokerto. 

2. Erdiansyah, “ 

Penerapan Prinsip 

Mengenal 

Nasabah Sebagai 

Bentuk Peranan 

Bank dalam 

Mengantisispasi 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang ( 

Money 

Laundering) pada 

PT Bank Negara 

Indonesia ( 

Persero) TBK 

cabang Pekanbaru 

Dalam menerapkan prinsip 

mengenal nasabah untuk 

mengantisipasi tindak 

pencucian uang PT Bank 

BNI (persero) TBK 

melakukan hal berikut: 

1. Melakukan kebijakan 

dan prosedur kyc. 

2. Membentuk unit kerja 

penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah ( 

UKPN) yang 

bertanggung jawab 

langsung kepada unit 

kepatuhan. 

1. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah 

sama sama meneliti 

bagaimana bank 

menerapkan prinsip 

mengenal nasabah 

sebagai bentuk 

pencegahan Money 

Laundering. 

2. Perbedaan penelitian 

yaitu terletak pada: 

Objek penelitiannya 

yaitu Prinsip KYC pada 

PT Bank Negara 

Indonesia TBK cabang 



16 
 

 
 

3. Melaksankan pelatihan 

kepada jajaran SDM 

BNI. 

 

Pekanbaru sedangkan 

objek  penelitain saya 

adalah Penerapan 

Prinsip KYC pada 

Bank Muamalat 

Cabang Purwokerto. 

3. Dewi Anggraeni 

Pujianti, “ 

Penerapan Prinsip 

Mengenal 

Nasabah  

(Know Your 

Customer 

Principles) dalam 

Mencegah Tindak 

Pidana Pencucian 

Uang 

 

Pengaturan prinsip 

mengenal nasabah dalam 

perbankan dimulia dengan 

peraturan BI nomor 

3/10/PBI/2001, kemudian 

diubah menjadi peraturan BI 

nomor 3/23/2001, kemudian 

diubah lagi menjadi 

peraturan BI nomor 

5/21/PBI/2003, tentang 

Prinsip Mengenal Nasabah ( 

Know Your Customer 

Principles). Perubahan 

terakhir yaitu peraturan 

Bank Indonesia nomor 

11/28/PBI/2009, tentang 

Penerapan Program Anti 

Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan 

Terorisme bagi Bank. 

Dengah adanya pedoman 

itu, Prinsip Mengenal 

1. Persamaan 

penelitiannya adalah 

sama sama meneliti 

tentang penerapan 

prinsip mengenal 

nasabah pada bank 

dalam Mencegah 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

2. Perbedaan pada 

penelitian ini adalah: 

Metode penelitian 

menggunakan 

penelitian hukum 

normatif yang 

merupakan penelitian 

studi pustaka. 

Sedangkan penelitian 

saya merupakan 

penelitian lapangan 

yaitu melakukan 

wawancara dan 
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Nasabah setiap bank 

memilikim keseragaman 

satu sama lainya. Sehingga 

mampu mencegah tindak 

pidana pencucian uang yang 

semakin marak. 

mengambil dokumen 

dari objek penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pencegahan Tindak 

Pidana Money Laundering di PT Bank Muamalat KCU Purwokerto ini, maka 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Salah satu upaya Bank Muamalat KCU Purwokerto untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan menjalankan 

fungsi Prinsip Mengenal Nasabah/ KYC Principles dengan mendeteksi 

sejak dini, yaitu pada pada saat profil nasabah mau buka rekening dan 

sudah dilengkapi dengan berbagai formulir untuk mengetahui apa 

pekerjaan nasabah, berapa penghasilannya setiap bulannya dari situlah 

kita dapat mendeteksi dini apabila akan terjadi tindak pidana pencucian 

uang nantinya. 

2. Prinsip KYC ini merupakan gerbang utama sebagai strategi untuk 

mencegah tindakan Money Laundering dan juga sebagai bentuk 

penerapan prinsip kehati-hatian bank atau Prudential banking. 

3. Secara aturan prinsip mengenal nasabah sangatlah mudah dipahami akan 

tetapi pada prakteknya bank masih mengalami kendala. Sebagaimana 

yang terjadi pada bank Muamalat Cabang Purwokerto yang menyatakan  

bahwasanya masih banyak kendala yang bank hadapi di lapangan. Seperti 

adanya pegawai yang kurang detail dalam menggali informasi nasabah, 

serta nasabah yang juga kurang jujur pada saat dimintai informasi terkait 

kondisi yang sebenarnya.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis 

mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:  

1. Saran bagi Bank 

a. Sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam mencegah terjadinya 

Money Laundering maka bank perlu memperketat pengawasan 

terhadap lalu lintas transaksi nasabah bekerja sama dengan PPATK 

dan OJK, serta Dindukcapil sehingga diharapkan dapat mengurangi 

angka tindak pidana pencucian di indonsia. 

b. Lakukan  Evaluasi kinerja pegawai sehingga dapat menjadikan 

bahan perbaikan di waktu berikutnya khususnya berkaitan 

penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.  

c. Perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh Penyedia Jasa 

Keuangan (PJK) dan masyarakat khususnya nasabah bank agar 

mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

2. Saran bagi Akademik 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti strategi 

lain selain Prinsip Mengenal Nasabah/ KYC Principles sebagai Strategi 

mencegah terjadinya Money Laundering atau pencucian uang, serta 

dapat memunculkan daya tarik dari sudut pandang yang berbeda. 
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